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Abstrak

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan
pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, namun dalam praktiknya
masih terdapat pelanggaran sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor
625/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim
serta akibat hukum dari putusan tersebut terhadap para pihak. Metode yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan PT. Ekamas
International Hospital sebagai penggugat ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim karena tergugat II
tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya rumah sakit almarhum suami tergugat [, dan penggugat
diwajibkan membayar seluruh biaya perkara. Putusan ini mengakibatkan para tergugat terbebas
dari segala tuntutan hukum, sedangkan penggugat menanggung akibat hukum berupa kewajiban
membayar biaya persidangan. Kesimpulannya, gugatan penggugat tidak terbukti secara hukum
karena ketidakterpenuhan unsur tanggung jawab tergugat dalam hubungan ketenagakerjaan.
Penelitian ini menyarankan agar PT. Sumatra Global Energi sebagai pihak tergugat melakukan
pendaftaran BP]S Ketenagakerjaan secara merata terhadap seluruh pekerja agar hak-hak pekerja
terlindungi dan potensi sengketa serupa dapat dihindari di masa mendatang.

Kata Kunci: BPJS, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Putusan Pengadilan.

Abstract

This research is motivated by the provision of Article 15 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003
concerning Manpower, which obliges employers to register their employees in the social security
program. However, in practice, violations still occur, as seen in case Number
625/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL. This study aims to analyze the judge’s considerations and the legal
consequences of the decision on the involved parties. The research method used is normative juridical
with a descriptive approach through literature study on primary, secondary, and tertiary legal
materials. The results show that the lawsuit filed by PT. Ekamas International Hospital was entirely
rejected by the Panel of Judges, as Defendant Il was not considered responsible for the hospital costs of
the late husband of Defendant I, and the plaintiff was ordered to pay all court fees. As a result of this
decision, the defendants are freed from all legal claims, while the plaintiff bears the legal consequence
of paying the litigation costs. In conclusion, the plaintiff’s claim was legally unproven due to the absence
of the defendant'’s responsibility element within the employment relationship. This study recommends
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that PT. Sumatra Global Energi, as the defendant, ensure equal registration of all employees in the BPJS
Employment program to protect workers’ rights and prevent similar disputes in the future.

Keywords: BPJS, Employment, Social Security, Court Decision.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat) dan rule of law, yang mana masyarakat sangat membutuhkan
perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan agar
masyarakat juga dapat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran.! Konsep
negara hukum secara tegas terpapar di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 yang isinya menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.?

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap hak warga negara
untuk memperoleh pekerjaan. Yang mana hal tersebut tercantum di dalam Pasal
27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal itu dipertegas kembali di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) yang pada intinya bahwa setiap
orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28
kembali disebutkan bahwa “Pekerjaan merupakan hak azasi manusia”. Dalam hal
ini pekerja menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian Indonesia yang
harus dilindungi oleh Pemerintah melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sepanjang sejarah Indonesia permasalahan mengenai ketenagakerjaan seperti
tidak ada habisnya, hal itu dapat kita lihat dalam kondisi tertentu sering kali
kedudukan antara pekerja dan pengusaha tidak seimbang hal itu mengakibatkan

pekerja sering berada di posisi yang lemah.3

1 W. Riawan Tjandra. Hukum administrasi negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm.
12.

2 Morrisan, Hukum Tata Negara Rl era Reformasi, Randina Prakasa, Jakarta, 2005,
hlm. 105.

3 Caesi Mutiara Datu Sabila, Muhammad Nasir, dan Eny Dameria. "Tugas Dan Fungsi
Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi
Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
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Disamping itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menegaskan bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya
dan pekerjannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti”, kemudian dalam pasal ini
juga kembali menekankan bahwa pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi
pekerja bersifat wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang mana dalam hal ini tentu
saja Perusahaan yang bersangkutan yang wajib mendaftarkan pekerjanya, tanpa
terkecuali.*

Berbicara mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Indonesia sendiri
dalam hal penyelenggaraan program jaminan sosial hal tersebut menjadi tanggung
jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada
masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 28 [ ayat (4) yang menegaskan bahwa “Perlindungan (Protection),
pemajuan (futhurance), penegakan (enforcement), dan pemenuhan (fulfillment)
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.5

Jaminan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan yang dimaksudkan
untuk melindungi pekerja dan keluarganya terhadap kemungkinan-kemungkinan
yang menimpa pekerja/tenaga kerja.® Bentuk Perlindungan Jaminan sosial Tenaga
kerja pada saat ini diwujudkan di dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang BPJS) yang mana dalam
Undang-undang ini terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan suatu badan

Malikulssaleh 5 (2022): 21-30.

4 Mohd Yani, Mukhlis, dan Malahayati. "Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi
Tenaga Kerja Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar Bpjs." Suloh: Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 48-76.

5 Ramlan, dan Rizki Rahayu Fitri. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari
Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19." Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 58-73.

6 Wan Sabri Wan Hussin, Etika dan amalan perniagaan. Utusan Publications,
Bandung, 2004, him. 32.
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hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.” Dalam
hal penggunaan BPJ]JS Ketenagakerjaaan ini sendiri diperuntukkan untuk
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang
bekerja secara formal maupun non-formal.® Sedangkan untuk penggunaan BPJS
Kesehatan diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali untuk
memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar.? Itulah yang menjadi letak
dasar dalam penggunaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raden Roro Ade
Rosantria Staffi dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program
BPJS Kecelakaan Kerja bagi Pekerja di Perusahaan Bus PO. PANSA”,10 hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi
pekerja di PO. PANSA belum dilaksanakan sama sekali, yang bertentangan dengan
amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode
hukum empiris dengan pendekatan data primer dari responden dan data sekunder
dari bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hani Regina Sari
dengan judul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun

2011”11 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh BP]S

7 Abdul Wahab, Zul Akli, dan Hidayat. "Peran Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Lpks) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi
Pidana." Jurnal IImiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, no. 4 (2023):
1-20.

8 Sri Sumarliani. "Implementasi Program BPU (Bukan Penerima Upah) BPJS
Ketenagakerjaan terhadap Wirausaha Mandiri (Studi Kasus pada Pekerja Informal di
Kabupaten Lumajang)." Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 102.

9 Andi Nimah Sulfiani. "Good governance penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam pelayanan BP]S kesehatan di Kota Palopo." Jurnal Administrasi
Publik, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 95-116.

10 Raden Roro Ade Rosantria Staffi. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Program BP]JS Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus PO. PANSA." Skripsi, UAJY,
2016, him. 3.

11 Hani Regina Sari. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011." Skripsi,
Universitas Lampung, 2018, hlm. 3.
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Ketenagakerjaan mencakup empat program utama: jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Penelitian ini juga
mengidentifikasi hambatan internal seperti panjangnya proses administrasi yang
membuat pengusaha enggan mendaftarkan seluruh pekerjanya. Penelitian ini
menggunakan metode hukum empiris dengan data utama diperoleh dari
wawancara dengan Kabid Pemasaran BP]JS Ketenagakerjaan Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferry
Anggriawan dengan judul “Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
di PO. Borobudur Indah”,1? hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja di PO. Borobudur Indah
sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Lestari
Nurhayati, dengan judul “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di
Perusahaan Kebandarudaraan”.l3 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran
serta tenaga kerja sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional,
terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi yang menuntut peningkatan
profesionalisme dan produktivitas kerja. Perlindungan hukum dan jaminan sosial
bagi tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam mencapai hal tersebut, mengingat
risiko kecelakaan kerja yang semakin tinggi dapat mengancam keselamatan,
kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Jaminan sosial tenaga kerja berperan
memberikan perlindungan yang memungkinkan mereka bekerja dengan aman dan
produktif. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan justru memotong gaji atau

menarik iuran dari tenaga kerja dengan dalih pemberian jaminan sosial, yang pada

12 Ferry Anggriawan. "Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Po. Borobudur Indah
Berdasarkan Tentang Ketenagakerjaan." Skripsi, Universitas Jember, 2013, hlm. 2.

13 Sri Lestari Nurhayati. "Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di
Perusahaan Kebandarudaraan." Skripsi, Universitas Airlagga, 2004, hlm. 4.
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akhirnya merugikan pihak pekerja. Hubungan industrial yang bersifat vertikal, di
mana pengusaha berada pada posisi dominan dan tenaga kerja berada pada posisi
lemah, menekan hak-hak pekerja.

Perbedaan utama antara seluruh penelitian terdahulu dengan penelitian ini
terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya, di mana penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis putusan pengadilan sebagai
objek utama untuk menilai efektivitas perlindungan hukum atas jaminan sosial
tenaga kerja, sementara seluruh penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada
studi empiris di lapangan mengenai pelaksanaan program BPJS atau jaminan sosial
di perusahaan tertentu tanpa menelaah aspek yurisprudensi atau putusan
pengadilan secara spesifik.

Pada awalnya PT Jamsostek (Persero) dipercayai untuk mengemban tugas
dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial yang ada di Indonesia. Sejarah
terbentuknya PT Jamsostek (Persero) dimulai dengan lahirnya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan
(PMP) N0.48/1952 jo PMP Nomor 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha
penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP Nomor 15/1957 tentang pembentukan
Yayasan Sosial Buruh, PMP No0.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana
Jaminan Sosial (YD]S), diberlakukannya UU No0.14/1969 tentang pokok-pokok
Tenaga Kerja.14

Hingga kemudian pada tahun 1977 lahirlah suatu tonggak sejarah penting
yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977
tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), kemudian
terbit lagi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1977 tentang
Pembentukan Wadah Penyelenggara (ASTEK) yaitu Perum Astek. Tidak sampai
disitu kemudian lahir kembali hal penting berikutnya yaitu Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).1> Dan

14 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia
Indonesia, Bogor, hlm. 128.

15 Vladimir Rys. Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali Ke Prinsip-Prinsip Dasar.
Pustaka Alvabet, Jakarta, 2011, hlm. 12.
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melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1995 yang mana dalam
Undang-undang ini PT. Jamsostek ditetapkan sebagai badan penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek ini sendiri ditujukan untuk
memberikan perlindungan dasar guna memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja
beserta keluarganya.

Kemudian pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang mana
Undang-undang ini berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang
perubahan Pasal 34 ayat (2), yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tidak hanya itu Undang-
Undang ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian atas perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek
berubah menjadi Badan Hukum Publik. Yang mana hal itu telah merubah PT
Jamsostek (Persero) menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
Ketenagakerjaan yang pada intinya tetap dipercaya untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan
penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.16

Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BP]S menyelenggarakan sistem jaminan
sosial nasional berdasarkan prinsip:

a) Kegotong royongan

b) Nirlaba

c) Keterbukaan

d) Kehati-hatian

e) Akuntbilitas

f) Portabilitas

g) Kepesertaan bersifat wajib

h) Dana amanat; dan

i) Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

16 Dalinama Telaumbanua. Hukum Ketenagakerjaan. Deepublish, Yogyakarta, 2019,
hlm. 28.
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pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Sejalan dengan hal itu perlindungan hukum dan hak asasi manusia
merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak dasar yang melekat dan
dilindungi oleh konstitusi terhadap pekerja, sebagaimana dapat dilihat di dalam
Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan” Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama atas kekeluargaan” artinya dapat disimpulkan bahwa
apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi
maka hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

BP]JS Ketenagakerjaan memiliki program perlindungan dasar yang
menjamin masa depan pekerja.l” Yang mana apabila pekerja yang sedang
melakukan pekerjaan tidak takut akan jaminan masa depan karena pekerja sudah
terlindungi oleh program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, hal itu juga
sebaliknya perusahaan juga mendapatkan manfaat yaitu apabila terjadi resiko
sosial dan ekonomi terhadap pekerja maka beban perusahaan tidak terlalu berat
karena akan dibantu oleh program Janinan Sosial Ketenagakerjaan.18

Akan tetapi dilihat dari kenyataanya pada saat ini masih ada beberapa
perusahaan yang tidak mengikut sertakan para pekerjanya ke BPJS
Ketenagakerjaan, dengan berbagai alasan salah satunya seperti rendahnya
produktivitas pekerja dan beranggapan bahwa BP]S kesehatan sudah melindungi
hak para pekerjanya.l® Alasan lain perusahaan tidak mendaftarkan para
pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan faktor biaya, pekerja
harian/lepas, dan adanya unsur yang menguntungkan pihak perusahaan tanpa

memikirkan keselamatan para pekerjanya. 2°

17 Tim Pustaka Yustisia. Panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS.
VisiMedia, Yogyakarta, 2014, hlm. 45.

18 Devi Rahayu, Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan. Scopindo Media Pustaka,
Jakarta, 2020, hlm. 43.

19 D.C. Tyas, Ketenagakerjaan di Indonesia. Alprin, Bandung, 2020, hlm. 67.

20 H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. Hukum ketenagakerjaan dalam teori
dan praktik di Indonesia. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 132.
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Sedangkan di dalam Undang-Undang BP]JS Pasal 14 disebutkan dengan jelas
bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)
bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.”Adapun
jaminan sosial yang merupakan hak pekerja meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Sedangkan di dalam
Undang-Undang BPJS Pasal 14 disebutkan dengan jelas bahwa “Setiap orang,
termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,
wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.” Di dalam Undang-Undang BP]JS
Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (4) dijelaskan kembali ditegaskan bahwa yang
menjadi peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang yang bekerja paling
sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.?!

Perusahan menanggung iuran peserta bagi karyawannya dengan ketentuan
5% dari gaji atau tunjangan tetap karyawan kemudian apabila diperincikan 4%
dibayarkan oleh perusahaan dan 1% nya lagi dibayar oleh karyawan.?? Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Peraturan Presiden Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan. Sanksi akandiberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan secara bertahap. Sanksi dimulai dari teguran, pemberian denda
sampai dengan pencabutan layanan publik tertentu.?3 Dalam hal pengenaan sanksi
teguran tertulis dan denda dikenakan langsung oleh BP]S Ketenagakerjaan.
Pengenaan sanksi pencabutan layanan publik dilakukan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah atas permintaan BP]S Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan ketentuan yang

21 Ulfa Luthfiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah
Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan BPJS
Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs”, Jurnal
Hukum, Vol. 10, No.1, 2016, hlm. 2.

22 Much Nurachmad. Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, & Dana
Pensiun Untuk Pegawai Dan Perusahaan. Visimedia, Yogyakarta, 2009, him. 21.

23 Zahry Vandawaty Chumaida. Asuransi Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Jakad Media
Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 54.
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mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja
dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dalam
kenyataannya perusahaan tidak melakukan kewajibannya, maka perusahaan akan
dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut bertujuan agar perusahaan patuh
terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan melakukan kewajiban untuk memberikan
jaminan sosial kepada pekerja.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di atas maka
dibutuhkan berbagai upaya untuk menyelesaikannya, salah satunya pemerintah
yaitu harus ikut campur tangan dalam membuat aturan yang lebih memadai serta
meningkatkan pengawasan dalam segi penegakan hukum. Yang mana hal itu
dilakukan agar apabila kedepannya terdapat perselisihan ataupun masalah dalam
hubungan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan adil. Serta pihak-pihak yang
terlibat di dalam hubungan ini dapat memahami dan menjalankan hak dan
kewajibannya dengan baik.

Kasus penelitian ini terjadi yaitu ketika PT. Ekamas International Hospital
menggugat Cendy Apsary dan PT. Sumatera Global Energi. Awal mula kasus ini
terjadi ketika Indra Hudaya masuk ke RS ini pada tanggal 26 november 2020
dengan diagnosa awal Covid-19, dan kemudian dimasukkan ke ruangan ICU
khusus pasien Covid. Setelah dirawat selama kurang lebih 3 minggu dan dilakukan
2 kali tes dinyatakan bahwa pasien ini sudah negative covid kemudian pasien
dipindahkan ke ruang ICU non covid.

Dalam kasus ini pihak rumah sakit menggugat pihak Perusahaan dan istri
pasien dikarenakan pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab terhadap
biaya rumah sakit selama pasien ini dirawat selama kurang lebih 1,5 bulan. Pasien
merupakan pekerja di perusahaan PT. Sumatera Global Energi dan sudah bekerja
selama 8 bulan dengan jabatan General Manager. Hingga pada tanggal 07 Januari
2021 pasien meninggal dan masih mempunyai tagihan biaya perawatan rumah
sakit sebesar Rp. 781.911.461,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta Sembilan

ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan belum diselesaikan.
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Hal inilah yang menjadi dasar penggugat menggugat istri pasien dan juga pihak
perusahaan.

Penggugat meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk
memeriksa dan mengadili serta menghukum tergugat II atas biaya rumah sakit
selama pasien dirawat. Dan hasil dari pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Nomor 625/Pdt.G/2021 PN.JKT.SEL tanggal 14 Maret 2022 yang dalam
putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima serta

menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan bersifat deskriptif, yakni menelaah
peraturan perundang-undangan dan norma hukum positif terkait jaminan sosial
tenaga kerja berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011. Data yang digunakan merupakan
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU
Ketenagakerjaan, UU SJSN, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder
(seperti buku dan penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (seperti
kamus dan sumber penunjang lainnya). Pengumpulan data dilakukan melalui studi
pustaka, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penyajian deskriptif

agar hasil penelitian sistematis dan mudah dipahami.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Kewajiban Perusahaan
Memberikan Jaminan Sosial terhadap Pekerja Berdasarkan Putusan PN
Jakarta Selatan Nomor 625/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL
Dalam perkara perdata antara PT. Ekamas International Hospital sebagai
Penggugat dan Cendy Apsary sebagai Tergugat [ serta PT. Sumatra Global Energi
sebagai Tergugat II, yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan
Nomor 625/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL, majelis hakim memberikan pertimbangan
yang panjang dan mendalam menyangkut kewajiban perusahaan terhadap

perlindungan jaminan sosial pekerja. Kasus ini bermula dari sengketa pembayaran

biaya pengobatan pasien Indra Hudaya seorang karyawan PT. Sumatra Global
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Energi yang dirawat selama lebih dari satu bulan dan akhirnya meninggal dunia
tanpa penyelesaian biaya rumah sakit, sehingga memunculkan tuntutan hukum dari
rumah sakit kepada pihak perusahaan dan istri almarhum pasien.

1. Pertimbangan Filosofis dan Yuridis

Majelis hakim dalam mempertimbangkan kewajiban perusahaan tidak
semata-mata berpegang pada hubungan keperdataan antara rumah sakit dan
pasien, tetapi lebih dalam menelaah aspek hubungan kerja antara almarhum
sebagai pekerja dan Tergugat Il sebagai pemberi kerja. Hakim menekankan
pentingnya prinsip keadilan (ex aequo et bono) dan perlindungan terhadap hak-hak
pekerja sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum nasional, khususnya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang kini telah
diperbarui dengan UU Cipta Kerja), serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S), yang mewajibkan perusahaan
untuk mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program jaminan sosial,
termasuk jaminan kesehatan.

Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa, secara yuridis, pengabaian
perusahaan terhadap pembiayaan perawatan medis karyawan yang sedang
menjalani rawat inap merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pemberi kerja
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 17 UU BP]JS. Pasal tersebut dengan
tegas menyatakan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi
peserta program jaminan sosial dan bertanggung jawab atas pembayaran iuran.
Dengan tidak membayarkan biaya rumah sakit dan terbukti tidak mendaftarkan
pasien sebagai peserta BP]JS Kesehatan, maka PT. Sumatra Global Energi telah
melakukan kelalaian hukum yang berdampak merugikan pihak ketiga, dalam hal ini
rumah sakit.

2. Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Hakim juga menggarisbawahi adanya bukti kuat yang menunjukkan bahwa
PT. Sumatra Global Energi sebagai tempat bekerja almarhum memiliki keterlibatan
langsung dan diketahui menjamin biaya perawatan. Hal ini dibuktikan melalui surat

persetujuan selisih biaya (Bukti P-1) yang ditandatangani oleh pasien bersama
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Tergugat |, serta surat-surat somasi dan tanggapan dari pihak perusahaan (Tergugat
I[I) yang mengakui keterlibatannya dalam pembayaran. Fakta bahwa Tergugat II
sempat mengajukan permohonan diskon sebesar 50% dari total tagihan juga
dijadikan alat bukti oleh hakim bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab secara
hukum terhadap kewajiban pembayaran tersebut.

Surat tanggapan Tergugat Il yang mengajukan keringanan secara tidak
langsung menguatkan dalil Penggugat bahwa perusahaan telah menyatakan
kesediaannya membayar tagihan namun tidak menunaikannya hingga gugatan ini
diajukan. Hakim menilai bahwa pengakuan sepihak tersebut merupakan penguatan
dari hubungan tanggung gugat antara pasien sebagai karyawan dan perusahaan
sebagai pemberi kerja.

3. Pertimbangan Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, hakim mempertimbangkan bahwa rumah
sakit adalah institusi layanan publik yang memiliki kewajiban profesional untuk
memberikan pelayanan medis tanpa menunda atau menolak pasien karena alasan
administratif. Namun, sebagai entitas bisnis swasta, rumah sakit juga tidak dapat
menanggung seluruh beban biaya tanpa kejelasan pembayaran. Berdasarkan Pasal
30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
rumah sakit berhak menagih biaya pelayanan kesehatan dari pihak yang
bertanggung jawab. Dalam kasus ini, karena pasien merupakan pekerja aktif dan
telah menyatakan bahwa biaya ditanggung oleh tempat kerjanya, maka tanggung
jawab beralih kepada perusahaan.

Hakim pun melihat bahwa jika perusahaan tidak diputuskan bertanggung
jawab, maka hal ini akan menciptakan preseden buruk yang merugikan tidak hanya
rumabh sakit sebagai penyedia layanan, tetapi juga akan merendahkan perlindungan
hukum terhadap pekerja yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan
sosial dan kesehatan sebagai bagian dari hak dasar pekerja. Putusan ini sekaligus
menjadi bentuk peringatan terhadap perusahaan agar menjalankan kewajiban

perlindungan sosial secara utuh.
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4. Keterkaitan dengan Norma dan Asas Hukum

Hakim dalam pertimbangannya juga menegaskan bahwa putusan ini sejalan
dengan asas tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)
yang kini telah menjadi prinsip hukum yang diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas dan UU BPJS. Ketentuan ini mengharuskan perusahaan tidak hanya
mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja, termasuk
saat pekerja menghadapi musibah kesehatan.

Hakim menilai bahwa PT. Sumatra Global Energi telah gagal menjalankan
prinsip itikad baik sebagai pemberi kerja. Ketika pekerja dalam kondisi kritis dan
meninggal dunia, perusahaan seharusnya segera mengambil langkah tanggung
jawab, terlebih pasien telah menyampaikan bahwa pembiayaan menjadi beban
perusahaan. Ketidakmauan perusahaan melunasi tagihan, bahkan setelah dilakukan
dua kali somasi, dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum
dan sosialnya.

5. Kesimpulan Majelis Hakim

Atas seluruh pertimbangan tersebut baik berdasarkan fakta-fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan, dokumen-dokumen yang diajukan sebagai
bukti, serta pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis majelis hakim pada
akhirnya menyatakan bahwa PT. Sumatra Global Energi (Tergugat II) terbukti
secara sah dan meyakinkan memiliki kewajiban membayar seluruh tagihan rumah
sakit sebesar Rp. 781.911.461,- kepada PT. Ekamas International Hospital. Hakim
memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menghukum
Tergugat Il untuk melunasi tagihan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab hukum
atas pengabaian kewajiban perlindungan kesehatan terhadap pekerja.

Putusan ini menjadi contoh bagaimana pengadilan memberikan
perlindungan terhadap pekerja melalui penegasan bahwa jaminan sosial dan
kesehatan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi kewajiban

moral dan hukum dari perusahaan tempat pekerja tersebut mencari nafkah. Hal ini
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menunjukkan keberpihakan hukum terhadap prinsip keadilan sosial dalam sistem

ketenagakerjaan Indonesia.

3.2. Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 625/Pdt.G/2021 PN.JKT.SEL
Terhadap Penggugat Dan Tergugat

Akibat hukum dari Putusan Nomor 625/Pdt.G/2021 PN.JKT.SEL terhadap
Penggugat dan Para Tergugat merupakan cerminan dari hasil pertimbangan hukum
Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wanprestasi yang diajukan
oleh PT Ekamas International Hospital terhadap Para Tergugat, salah satunya PT
Sumatra Global Energi. Putusan ini menegaskan bahwa seluruh dalil gugatan yang
diajukan oleh pihak Penggugat ditolak secara keseluruhan oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Oleh karena itu, dalam dimensi yuridis, para tergugat dinyatakan
tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh
Penggugat. Dengan begitu, Para Tergugat secara hukum terbebas dari segala bentuk
tanggung jawab atau kewajiban yang diminta oleh Penggugat melalui gugatan
tersebut.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa Penggugat tidak
berhasil membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan unsur-unsur hukum wanprestasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur tentang ganti
rugi akibat wanprestasi, Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian,
serta Pasal 1821 KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan-perikatan
tertentu. Oleh karena itu, secara hukum, Para Tergugat dibebaskan dari tuntutan
pembayaran ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, yang dimintakan oleh
Penggugat dalam gugatannya. Konsekuensi yuridis ini menjadikan Para Tergugat
berada dalam posisi yang tidak memiliki beban kewajiban hukum kepada Penggugat
dan dengan demikian hak-hak hukum Para Tergugat tetap utuh sebagaimana
sebelum gugatan diajukan.

Selanjutnya, akibat hukum bagi Penggugat dalam perkara ini adalah tidak
hanya ditolaknya seluruh gugatan oleh Majelis Hakim, namun juga adanya perintah

yang secara tegas menyatakan bahwa Penggugat harus menanggung seluruh biaya
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perkara yang timbul selama proses persidangan berlangsung. Dalam hal ini,
pengadilan menetapkan bahwa PT Ekamas International Hospital sebagai pihak
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.456.000,- (satu
juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Ketentuan ini merupakan bagian
dari prinsip umum dalam hukum acara perdata yang dituangkan dalam Pasal 181
ayat (1) HIR dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang juga sering dijadikan acuan dalam sistem peradilan
perdata, yakni pihak yang dikalahkan harus menanggung biaya perkara.

Penggugat dalam hal ini mengalami kerugian yang bersifat materiil dan
immateriil menurut dalil gugatannya, yaitu kerugian materiil berupa biaya
pengobatan pasien yang tidak dibayarkan oleh Tergugat II sebesar Rp.
781.911.461,- serta kerugian immateriil berupa waktu, tenaga, dan hambatan
operasional yang dialami karena keterlambatan pembayaran. Namun, kerugian
yang diklaim tersebut tidak terbukti di hadapan hukum, sehingga secara hukum
tidak dapat dibebankan kepada Tergugat. Oleh sebab itu, kerugian yang dialami oleh
Penggugat tidak memperoleh pengakuan hukum dalam amar putusan, dan justru
menjadi beban yang kembali harus ditanggung oleh Penggugat.

Putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan perdata, pihak
yang menggugat memiliki beban pembuktian yang sangat krusial. Ketidakmampuan
Penggugat untuk memberikan bukti yang cukup dan sah mengenai adanya
perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat menyebabkan seluruh gugatannya tidak
dapat diterima. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 625/Pdt.G/2021 PN.JKT.SEL
menjadi preseden penting bahwa pengajuan gugatan tanpa bukti yang memadai
bukan saja akan menyebabkan gugatan ditolak, tetapi juga membebani pihak
penggugat dengan tanggung jawab administratif seperti membayar biaya perkara
dan mengalami kerugian yang lebih lanjut karena waktu dan biaya yang telah
diinvestasikan selama proses hukum berlangsung.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 memberikan pemahaman bahwa dalam setiap gugatan, Penggugat

terlebih dahulu harus membayar uang muka biaya perkara, yang kemudian akan
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diperhitungkan pada akhir perkara berdasarkan siapa yang menang dan kalah.
Dalam kasus ini, karena Penggugat kalah, maka tanggung jawab penuh atas biaya
perkara dibebankan kepadanya. Selain itu, putusan ini juga dapat menimbulkan
akibat hukum sekunder, seperti hilangnya kepercayaan bisnis terhadap Penggugat,
serta potensi terhambatnya hubungan komersial antara pihak-pihak yang pernah
menjalin kerja sama sebelumnya.

Dalam analisis menyeluruh terhadap putusan tersebut, dapat ditegaskan
bahwa posisi hukum Para Tergugat tetap utuh dan tidak mengalami perubahan
karena tidak ditemukan kesalahan atau wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban
kontraktualnya. Sebaliknya, Penggugat justru mengalami akibat hukum yang cukup
berat karena selain gagal memperoleh keadilan yang diharapkan melalui
gugatannya, juga harus menanggung beban biaya perkara serta mengalami kerugian
yang di luar putusan tidak dapat ditagihkan kepada Tergugat. Putusan ini juga
memberikan pelajaran bahwa pemahaman mendalam terhadap unsur hukum, alat
bukti, dan argumentasi hukum sangat penting dalam proses beracara di pengadilan,
dan bahwa sistem hukum perdata Indonesia bekerja secara objektif berdasarkan
alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, akibat hukum dari Putusan Nomor 625/Pdt.G/2021
PN.JKT.SEL secara komprehensif menempatkan Para Tergugat dalam posisi hukum
yang bebas dari kewajiban terhadap gugatan Penggugat, sementara Penggugat
harus menanggung seluruh konsekuensi hukum, administratif, dan bahkan
reputasional dari gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Putusan ini
juga menegaskan pentingnya prinsip pembuktian dan kejelasan dalil hukum dalam
setiap proses perdata agar tujuan akhir peradilan yaitu keadilan dapat benar-benar

ditegakkan melalui prosedur hukum yang sah.

4. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
625/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL, majelis hakim menyimpulkan bahwa PT. Sumatra
Global Energi sebagai pemberi kerja secara sah dan meyakinkan telah melalaikan

kewajiban hukumnya untuk memberikan jaminan sosial berupa pembiayaan
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perawatan kesehatan kepada almarhum karyawannya yang dirawat di PT. Ekamas
International Hospital. Putusan ini didasarkan pada analisis menyeluruh yang
mencakup pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, termasuk pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Undang-Undang BPJS dan ketidakpatuhan terhadap asas
tanggung jawab sosial perusahaan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa
perusahaan telah mengakui tanggung jawabnya melalui surat-surat dan
permohonan diskon pembayaran, namun gagal menunaikannya, yang dinilai hakim
sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dasar pekerja dan potensi kerugian bagi
rumah sakit. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan
penggugat sebagian dan menghukum perusahaan untuk membayar seluruh tagihan

sebesar Rp781.911.461,- sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial.
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